
4. Undoog - Undang . 

BUPA TI JEIIBRANA, 

Menimbang : a. babwa untuk melaksanakan Pasal 5 Aycl. (2) Undang-Undang Nomor 25 T ahun 
2004 ten\ang Sis\em Perenccllaan Pembangunan Nasiooal, Pasal 150 Aya {3) 
Undalg-Undang Nomor 32 Tamn 2004 tentang PemerintahM Oaerah dan P~ 
1 Ayat (3) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 7 T ahun 2005 1entang 
Reocaia Pembalguna1 Jangka Menengah Nasional T ahun 2004 - 2009, 
Peraturan Bupati Jembrana Noolor 31 T ahun 2005 ten~ Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten Jembrana Tahun 
2006 - 2010, dipande¥tg peffu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jembrana 
Tentalg Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) Kabupaten Jembrana Tahun 
2ro3; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 T ahun 1958 tentang Pembeotukan Daerah-daerah 
T'"Qkat II Oalam ~ Oaercti - daerah tingkat I Bali, Nusa T eoggara Barat dan 
Nusa Tenggara TJJllUr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 1999 tefltang Penyelengga Negara ya,g 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemba'an Negara 
Repubfik Indonesia TMun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noma 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
NeQaa Reputiik Indonesia Tcilun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaan Negara 
Repub(ik Indonesia Nomor 4287 ); 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN JEERANA TAHUN 2008 

TENTANG 

BUPATI JEMBRANA 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOIIOR 32 TAHUN 2007 



13. Peraturat Menleri . 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun '2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemenntahan Daerah KabupatenlKota (lembaran Negcra Repubik Indonesia 
T ahun 2007 Nomor 82, T ambahan L.embaran Negara Republik. lnoooesia Nomor 
4737); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 T ahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional T atnm 2004 - 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 

12. Keputusan Presiden Republik looonesia Nonu 27 Tooun 1980 tentang 
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah {BAPPEDA); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan N~ (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-1664); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 T ahtm 2006 tooting Tata Cara pengeodaJian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Reocana Pelaksanaan Pembangunan {lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2006 Nomor 96, T ambahal Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4663); 

'• ... 

5. Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara R~ik Indonesia Tahun 2004 NooJOr 125, Tambahan lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaima,a telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2005 tentaog Peoetapan Peraturcll Pemerintah 
Pengganfi Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2005 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Noo1or 32 T ahun Zl04 tentang Pemenntah Daerah Menjadi Undang­ 
Undang {Lembaran Negara Republik lndooeia Tahlm 2005 Nornor 108, 
T ambahan Lembaran Negaa Repubiik Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nanor 33 T al1Un 2004 tentang Perimbalgoo Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerin~ Daerah {Lembaan Negaa Republik 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, T ambahan lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Nomor 4438 }; 

7. Peraturan Pemefintah Nanor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaoo Keuangan 
Daerah (lembaran Negara Republik \ndonesia Tatum 2005 Nomor 140, 
T ambahan Lembaran Negara Republik lndonesja Nomor 4578 ); 

4. Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik fndooesia T ahun 2004 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor4421}; 



(2). Renccm Kelja ....... 

(1} Rencana Kerja Pemerintah IJaercjJ (RKPO} Kabupaten Jembrana Tahun 2008 
merupakal penjaba'an dai Visi. Misi cm Program Bupati ~ pemihan Kepala 
Daerah yang dilaksa'lakan secaa langsung pada T ahun 2005 sebagaimana 
tersirat dafam peraturan Bupati Jembrana Noma- 31 T ahun 2005, 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
(RKPD) KABUPA TEN JEMBRANA TAHUN 2008. 

Pnal 1 

Dalam Peraturan Bupafi ini, yang dirnaksud dengan: 

1. Rerl31a Pemtmgunan Ja,gka Menengah Daerah (RPJMD) KaJupaten 
Jembrana Tahun 2006 - 2010 yang selanjutnya disebut RPJMD K;bspaten 
Jernbrana ~ Ookumen Pereocanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jembrana untuk Periode 5 ( lima ) T ahltn lerhitoog sejak T ooun 2000 sanpai 
dengc112010, 

2. Rencana Kerja ~tah Daerah (RKPD) ~paten Jembrana T ahun 2008 
yang selanjutnya disebut dengM RKPD Kabupaten Jembrana adalah Doktmen 
Perencanaan P~unan Oaerah Kabupaten Jembrana untuk periooe 1 
(Satu} T ahun untuk T ahun Anggaran 2008, 

3. R.encana Kerja Satuan K.erja PerMgkat Daerah (Renja SKPO) ~ Rencana 
Kerja T ahuncr1 dari Sahel Kerja perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPO 
pada masing-rnasing Sahat Ketja, 

4. Sauan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) adalah perangka daooil di fingkungan 
pemerintah Kabupalen Jembrana YcllQ melaksanak.an Urusal pemerintil daerah 
sesuci dengc11 tugas pokok dan fl.tnggnya 

Pasal 2 

MEIIUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri o.n Negeri Nomor 13 Tahun ~ tentang Pedornan 
Pengelolaan ~ Daerah; 

14. Peraturan 8upati Jemtlana Nanor 31 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunat Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaen Jembrana Tahun 
2006 · 2010 (Serita Daerctl Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Naoor 32). 



Pasal 6 . 

Sadan Pereocanaan Pembangun Daerah (BAPPEDA) melakukan pemantauan dan 
pengendalian program priorttas Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO). 

{2) Satuan Ketja Perangkat Daerah (SKPD) melakukal konsuttasi dan koooiinasi 
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam 
meletakkan program pnoritas pembangunan T ahun 2008. 

Paal5 

d. Pedoman bagi Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) dalam menyempumakan 
Rencana Kerja Satuan Ketja Perangkat Daerah (Renja SKPD) T chm 2008. 

Pasaf 4 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) melaksanakan program dalam kegiatan 
pembangunan T ahun 2000 yang ortuangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja 
SKPD T ahun 2000. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO) Kabupaten Jembrana T ahun 2008 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) menjadi: · 

a. Ookumen Perencooaan T ahunan Pemerintah Kabupaten Jembrana T ahun 2008. 

b. Pedoman balJi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalarn menyusun Rcn:angan 
APBD Tahun 2008. 

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalan menyusun Kebijakan 
Umum APBD T ahun 2008, 

{2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO) Kabupaten Jembrana T ahun 2008 
merupakan penjabaran Rencana Pembanguoan Jangka Meoengah Daerah 
(RPJMO) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010, 

(3) Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPO) Kabupaten Jembrana T ahun 2007 
sebagaimaoa pada ayat (1) menjadi pedofnan bagi penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerM Kabupalen Jembrana T ahun 2008. 

Pasal 3 



(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN '2007 NOMOO 32 ) 

E~~~:Ti\~~ KABUPA TEN JEMBRANA, 
.A 

l-----tt'..-i1 

Diundangkan di Negara 
pada ta September 2007 

Pasal 1 

Peraturao Bupati ini mulai betfaku pada tanggal diundangkan. 

Aga1 setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturcll Bupati 
ini dengan penempatannya datam Berna Daerah Kabupaten Jembrana. 

Pasal6 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana T atxm 2008 
sebagaimana tercantum daam l.anpifcll Peraturan .Bupati ini merupakal satu 
kesatuan dan bagicrl tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


